WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR Z266TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN
2021 TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
pengadaan barang/jasa secara efektif dan efisien khususnya
di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang
perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. bahwa  berdasarkan  Surat Kepala LKPP  nomor
4648/D.3/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal
Rekomendasi Pengangkatan dan Penyampaian Hasil Uji
Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Perubahan Atas
Keputusan Wali kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2021
tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843). Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494); Sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, tabahan
Lembaran Negara Nomor 6626);
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Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 486);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 81);

Surat Kepala Jasa ditingkat LKPP nomor 4648/D.3/03/2021
tanggal 10 Maret 2021 perihal Rekomendasi Pengangkatan
dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa;

Surat Keputusan Wali kota Banjarmasin Nomor : 821.29
/012-MP/BKD,Diklat/2021 tentang Penyeseuaian/Inpassing
Dalam Jabatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.



Memperhatikan: Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 767);

MEMUTUSKAN :

Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin,
dengan susunan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU memiliki tugas :

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas :

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling banyak
miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

d. Pokja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia
barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang akan
memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan
tembusan kepada kepala unit kerja pengelolaan pengadaan
barang/jasa dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.



KELIMA

KEENAM

Dalam hal bilamana diperlukan, Kelompok Kerja Pemilihan dan
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengusulkan
perubahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Reviu/Kaji
Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan terdiri atas :

perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

perubahan spesifikasi teknis; dan

perubahan rancangan kontrak.

poop

Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Wali kota ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

—

IBNU SINA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 366  TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG KELOMPOK
KERJA PEMILIHAN DAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA UNIT

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO NAMA NIP
1 | Muhammad Arief, ST, MM 19800109 200604 1 003
2 | Norhasanah, SKM 19800217 200602 2 010
3 | Titok Prasetya Ananta, ST 19761112 201001 1 004
4 | Ahmad Syehfi Mi'rajqi, S.ST 19830420 200501 1 004
5 | Farida Aryani, ST 19771229 200901 2 002
6 | Gusti Muhammad Romy Faizal, SE 19800215 200901 1 002
7 | Juwita Putri, SH 19920912 201502 2 001
8 | Dedy Sadikin, S. Mn 19750101 200801 1 033

WALI KOTA BANJARMASIN,
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IBNU SINA



